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PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 169 TAHUN 2010

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

: bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 6 Peraturan
Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010, perlu menetapkan Peraturan
Gubemur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;

o 1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan

Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 1994,

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;



10.

1.

12.

13.
14.
15,
16.
17.
18.
19.
20.

21,

22
23.
24,

25.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi

Daerah Khusus lbukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan;

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan;

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem informasi
Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemeriniahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah;



Menetapkan

26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2010;

29. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang
Daerah;

30. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Kedudukan

Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

31. Peraturah Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah;

32. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2007 — 2012,

33. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat
Daerah;

34. Peraturan Daerah 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;

35. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;

36. Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2010. '

PASAL |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2010
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2010 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun 2010 Nomor 6) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi
sebagai berikut :



Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010
semula berjumlah Rp 24.672.060.000.000,00 {(dua puluh empat triliun
enam ratus tujuh puluh dua miliar enam puluh juta rupiah) bertambah
sejumlah Rp 2.039.803.222.548,33 (dua ftriliun tiga puluh sembilan
miliar defapan ratus tiga juta dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus
empat puiuh delapan rupiah tiga puluh tiga sen) sehingga menjadi
Rp 26.711.863.222.548,33 (dua puluh enam triliun tujuh ratus sebelas
miliar delapan ratus enam puluh tiga juta dua ratus dua puluh dua ribu

lima ratus empat puluh delapan rupiah tiga puluh tiga sen) dengan
rincian sebagai berikut ; ‘

a. Pendapatan

1) Semula Rp 22.172.060.000.000,00

2) Bertambah Rp __ 791.291.075.250,00
Jumlah Pendapatan Setelah Rp 22.963.351.075.250,00
Perubahan

b. Belanja

1) Semula : Rp 24.285.347.454.000,00

2) Bertambah Rp 1.944.831.948.534.33
Jumilah Belanja Setelah
Perubahan Rp 26.230.179.402.534.33
Defisit Rp (3.266.828.327.284,33)

¢. Pembiayaan
1} Penerimaan

a) Semula Rp 2.500.000.000.000,00
b) Bertambah Rp 1.248 512.147.298.33
Jumiah Penerimaan
Setelah Perubahan Rp 3.748.512.147.298,33

2} Pengeluaran

a) Semula Rp  386.712.546.000,00
b) Bertambah Rp 94.971.274.014,00

Jurilah Pengeluaran

Setelah Perubahan Rp 481.683.820.014,00
Jumlah Pembiayaan Neto Setelah Perubahan Rp 3.266.828.327.284,33
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan Rp 0,00

. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi

sebagai berikut.
Pasal 2
Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam
Lampiran Peraturan Gubernur ini.



PASAL Il

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan
berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2010.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 September 2010

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKODTA JAKARTA,

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 September 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

UHAYAT
NIP 195104271973031003

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2010 NOMOR 169



